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LEMBARAN NEGARA R.I 
No.6301 PENGESAHAN. MOU. RI – Pemerintah Republik Serbia. 

Kerja Sama Pertahanan (Penjelasan atas Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6) 

 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA  

DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF 

THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) 

 

I. UMUM 

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah 

satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup 

negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman 

dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak 

bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. 

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan 

kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, 

serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang 

pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna 

meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan 

kemampuan pertahanan negara. 

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 

Republik Serbia diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang 

Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding 

between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of 

the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence) yang telah 

ditandatangani pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta, Indonesia 

yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, perlu disahkan 

dengan Undang-Undang. 
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Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama 

di Bidang Pertahanan antara lain: 

1. Area kerja sama, meliputi: 

a.   kebijakan pertahanan dan strategis; 

b.  dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan;  

c. pendidikan dan pelatihan; dan  

d. kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati 

oleh Para Pihak atau otoritas yang berkompeten.  

2. Bentuk kerja sama, meliputi: 

a. kunjungan pejabat; 

b. dialog pertahanan dan strategis; 

c. pertukaran intelijen; 

d. pertukaran pengalaman dan konsultasi; 

e. program pelatihan dan pendidikan; 

f. partisipasi dalam konferensi, simposium, dan seminar; 

g. pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, dan bantuan 

teknis kerja sama industri pertahanan; dan 

h. bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepakati oleh Para 

Pihak atau otoritas yang berkompeten. 

3. Pembentukan Komite Bersama guna mengoordinasikan, memonitor, 

mengatur, dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman. 

4. Pertukaran informasi untuk yang bersifat tidak rahasia, sedangkan 

informasi yang bersifat rahasia akan diatur dalam pengaturan 

terpisah. 

5.  Kedua belah pihak akan menanggung biaya masing-masing yang 

terkait dengan pertemuan dan penyambutan Komite Bersama dan 

biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibuat 

dengan pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua Pihak.  

6. Kewajiban untuk saling memberikan pelindungan terhadap hak atas 

kekayaan intelektual yang dapat diatur dalam perjanjian terpisah. 

7. Para Pihak berkewajiban mematuhi hukum, peraturan dan prosedur 

negara masing-masing, serta dapat memberikan perawatan darurat 

medis dan gigi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman. 

8. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi 

dalam Komite Bersama. Jika perselisihan tersebut masih belum 

dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui saluran 

resmi. 

  

II. PASAL DEMI PASAL 
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Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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